
SALINAN 

BUPATI TANAH DATAR 
PROVINSI SUMATERA BARAT 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR 

NOMOR 6 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TANAH DATAR, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 
ayat (4) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 304 ayat (1) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah dan Pasal 287 ayat (1) Peraturan Daerah 
Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, 
Dewan Pervvakilan Rakyat Daerah beserta Bupati 
Tanah Datar telah menyempurnakan Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan 
Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-
758-2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanah Datar 
tentang Penj abaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2016; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 25); 

2. Undang 



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan 



9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5340); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5155); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

14. Peraturan 



14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang 
Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan 
Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh 
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 
2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 
Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban 
Penggunaan Belanja Penunjang Operasional 
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta 
Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi 
Intensif dan Dana Operasional; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum Daerah; 

22. Peraturan



22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 
2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana 
Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 
Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi 
Khusus di Daerah; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 541); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 
2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2015; 

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
183/ PMK.07/2014 tentang Batas Maksimal 
Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas 
Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun 
Anggaran 2015; 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2015 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 
2015 Nomor 2); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 
2008 Nomor 2 Seri D); 

28. Peraturan .()• 



28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan 
Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 7 Seri D); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 
Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah 
Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2009 Nomor 2 Seri E) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2012 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2009 
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten 
Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah 
Datar Tahun 2009 Nomor 3 Seri E); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 
Tahun 2010 tentang Perencanaan Pembangunan 
Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah 
Datar Tahun 2010 Nomor 3 Seri E); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 
Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan 
Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Staf Ahli (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 
1 Seri D); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 
Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan 
Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 2 
Seri D); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 
Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan 
Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal, dan 
Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 3 
Seri D); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 11 
Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan 
Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 
4 Seri D); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12 
Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan 
Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 5 
Seri D); 

36. Peraturan NY 



36. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 
1 Seri B ) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013 Nomor 1 
Seri B ) 

37 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 
2011 Nomor 1 Seri C ) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar 
Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 
2015 Nomor 8 ) 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 13 
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 
2 Seri C ); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 
3 Seri A); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 
Tahun 2016 Nomor 7 Seri A); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR 
dan 

BUPATI TANAH DATAR 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG-
JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016. 

Pasal 1 qkg 



Pasal 1 

Pertanggung,jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun 2016 berupa Laporan Keuangan yang memuat : 

a. Laporan Realisasi Anggaran; 

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

c. Neraca; 

d. Laporan Operasional, 

e. Laporan Arus Kas; 

f. Laporan Perubahan Ekuitas 

Catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan 
keuangan BUMD. 

g. 

Pasal 2 

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a 
sebagai berikut: 

a. Pendapatan Rp. 1.188.763.795.259,84 

b. Belanja Rp. 1.106.141.805.486,46 

c. Transfer Rp. 143.353.793.087,00 

d. 

Surplus/Defisit 

Pembiayaan 

Rp. (60.731.803.313,62) 

-Penerimaan Rp. 148.059.776.940,85 

-Pengeluaran Rp. 7.206.953.426,00 

Pembiayaan Netto Rp. 140.852.823.514,85 

SILPA Rp. 80.121.020.201,23 

Pasal 3 

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 
sebagai berikut : 

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan 
Rp. 52.727.237.565,16 dengan rincian sebagai berikut : 

Pasal 2 

sejumlah 

1. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 1.241.491.032.825,00 

2. Realisasi Rp. 1.188.763.795.259,84 

Selisih lebih/ (kurang) Rp. 52.727.237.565,16 

b. Selisih .c.k, 



c. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah 
Rp. 130.604.372.870,39 dengan rincian sebagai berikut : 

1. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 1.236.746. 

2. Realisasi Rp. 1.106.141. 

178.356,85 

805.486,46 

Selisih lebih/ (kurang) Rp. 130.604.372.870,39 

d. Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah 
Rp. 2.237.833.323,00 dengan rincian sebagai berikut : 

1. Anggaran belanja setelah perubahan 

2. Realisasi 

Selisih lebih/ (kurang) 

Rp. 145.591.626.410,00 

Rp. 143.353.793.087,00 

Rp. 2.237.833.323,00 

e. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah 
(Rp. 80.114.968.628,23) dengan rincian sebagai berikut : 

1. Surplus/(defisit) setelah perubahan 

2. Realisasi 

Selisih lebih/ (kurang) 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

f. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan 
(Rp6.049.999,00) dengan rincian sebagai berikut : 

1. Anggaran penerimaan pembiayaan 

setelah perubahan 

2. Realisasi 

Selisih lebih/ (kurang) 

(140.846.771.941,85) 

(60.731.803.313,62) 

(80.114.968.628,23) 

pembiayaan sejumlah 

Rp. 148.053.726.941,85 

Rp. 148.059.776.940,85 

Rp. (6.049.999,00) 

g. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran 
Rp. 1.574,00 dengan rincian sebagai berikut : 

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan 

setelah perubahan 

2. Realisasi 

Selisih lebih/ (kurang) 

pembiayaan sejumlah 

Rp. 7.206.955.000,00 

Rp. 7.206.953.426,00 

Rp. 1.574,00 

g Selisih 



h. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah 
(Rp. 6.051.573,00) dengan rincian sebagai berikut : 

1. Anggaran pembiayaan netto 

setelah perubahan 

2. Realisasi 

Selisih lebih/ (kurang) 

Pasal 4 

Rp. 140.846.771.941,85 

Rp. 140.852.823.514,85 

Rp. (6.051.573,00) 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
1 huruf b sebagai berikut : 

a. Saldo Anggaran Lebih Awal 

b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan 
Pembiayaan Tahun Berjalan 

c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran 
(SILPA/ SIKPA) 

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun 
Sebelumnya 

e. Lain-Lain 

f. Saldo Anggaran Lebih Akhir 

Pasal 5 

Rp. 148.053.726.941,85 

Rp. 148.053.726.941,85 

Rp. 80.121.020.201,23 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

0,00 

0,00 

80.121.020.201,23 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 
2016 sebagai berikut : 

a. 
b. 
c. 

Jumlah aset 
Jumlah Kewajiban 
Jumlah ekuitas 

Laporan Operasional 
berikut : 

a. Pendapatan-LO 

b. Beban 

c. Surplus/Defisit dari Operasi 

d. Surplus/Defisit dari Non Operasi 

e. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar 

f. Pos Luar Biasa 

Surplus/Defisit-LO g. 

Rp. 1.226.234.064.490,94 
Rp. 10.332.825.032,00 
Rp. 1.215.901.239.458,94 

Pasal 6 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d sebagai 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Biasa Rp. 

Rp. 

Rp. 

1.266.906.634.100,16 

1.235.760.520.927,79 

31.146.113.172,37 

7.433.624.848,90 + 

38.579.738.021,27 

108.583.032,00 

38.471.154.989,27 

_ 

_ 

Pasal 7 !:.!'` 



Pasal 7 

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud 
berikut : 

dalam Pasal 1 huruf e sebagai 

a. Saldo kas awal per 1 januari tahun 2016 Rp. 148.051.792.139,85 

b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 126.654.943.243,84 

c. Arus kas dari aktivitas investasi Rp. (187.760.271.556,46) 

d. Arus kas dari aktivitas pendanaan Rp. (7.200.903.426,00) 

e. Arus kas dari aktivitas transitoris Rp. 373.622.841,00 

f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun Rp. 80.119.183.242,23 
2016 

Pasal 8 

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam 
sebagai berikut : 

Pasal 1 huruf f 

a. Ekuitas Awal Rp. 1.174.621.397.851,18 

b. Surplus/Defisit LO Rp. 38.471.154.989,27 

c. Koreksi Ekuitas Lainnya Rp. 2.808.686.618,49 

d. Ekuitas Akhir Rp. 1.215.901.239.458,94 

Pasal 9 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g 
memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos 
laporan keuangan. 

Pasal 10 !fk,-



Pasal 10 

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran 
Peraturan Daerah ini yang terdiri dari : 
a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran; 

Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut 
urusan pemerintahan daerah dan organisasi; 

: Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan 
pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, 
belanja dan pembiayaan; 

: Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah 
menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, 
program dan kegiatan, 
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk 
keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan 
daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan 
keuangan negara; 
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 
Laporan Operasional; 
Laporan Perubahan Ekuitas; 
Neraca; 
Laporan Arus Kas; 
Catatan atas laporan keuangan ; 
Daftar rekapitulasi piutang daerah; 
Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; 
Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan 
dana bergulir; 
Daftar penyertaan modal (Investasi) daerah; 
Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan 
pengurangan aset tetap daerah; 
Daftar rekapitulasi aset tetap; 
Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan 
Daftar rekapitulasi aset lainnya, 
Daftar dana cadangan daerah; 
Daftar kewajiban jangka pendek; 
Daftar kewajiban jangka panjang; 
Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan 
sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam 
tahun anggaran berikutnya; dan 
Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik 
daerah/perusahaan daerah. 

b. 
c. 
d. 
e. 
f. 

g• 
h. 
1. 

J. 

Lampiran 1.2 

Lampiran I .3 

Lampiran 1.4 

Lampiran II 
Lampiran III 
Lampiran IV 
Lampiran V 
Lampiran VI 
Lampiran VII 
Lampiran VIII 
Lampiran IX 
Lampiran X 

k. Lampiran XI 
1. Lampiran XII 

m. 
n. 
o. 
P. 
q. 
r. 
s. 

t. 

Lampiran XIII 
Lampiran XIV 
Lampiran XV 
Lampiran XVI 
Lampiran XVII 
Lampiran xviii 
Lampiran XIX 

Lampiran XX 

Pasal 11 .4)-' 



Pasal 11 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran 
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun 2016 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016. 

Pasal 12 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah 
Datar. 

Ditetapkan di Batusangkar 
pada tanggal 31 Agustus 2017 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

IRDINANSYAH TARMIZI 

Diundangkan di Batusangkar 
pada tanggal 31 Agustus 2017 

Plh. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TANAH DATAR, 

ttd. 

HELFY RAHMY HARUN 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2017 NOMOR 6 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR 
PROVINSI SUMATERA BARAT : 7/108/2017 

Salinan sesuai dengan aslinya 
BAGIAN HUKUM 

. TANAH DATAR, 

SH, S.Sos 
'7'1130 199202 1 002 


